LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 16 TAHUN 1996 SERI : B NO : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2
Tahun 1989 tentang Bea Izin dan
Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
vyang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 , dipan-
dang sudah tidak sesuai lagi, sehing-
ga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
di atas, maka perlu mengatur kembali
Sewa Tanah Pemerintah Daerah dengan
Peraturan Daerah ;
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun .
tentang Pembentukan Daerah-g, 950
Kabupaten Dalam Lingkungan Pm;j‘ral}
Jawa Tengah ; nsj
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahyp

1957 tentang Peraturan Umum Retrjpyg;
Daerah (Lembaran Negara Repub)jy
Indonesia Tahun 1957 Nomor 5y
Tambahan Lembaran Negara Repub]jy
Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3037) ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembal”
an Negara Republik Indonesia Tahu?
1982 Nomor 12, Tambahan Lembar?’

k2

—d

CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Negara Republik Indonesia Nomor
3215)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3538)

.
’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan B

9. Pgraturan Kabupaten Daerah
Tingkat 171 Banyumas Nomor 11 Tahun
1985 tentan » Pengangka-

Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat

_ IT Banyumas
Tahun 1986 Seri D Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

L
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN pagp,,
KAT II BANYUMAS TENTANG gpy, .lh.
PEMERINTAH DAERAH R TAyy

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyy-
mas ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatep
Daerah Tingkat II Banyumas ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewah Perwa-
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas ;

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ; .

f. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikuasal
Pemerintah Daerah ;

g. Penyewa adalah seseorang atau Badan Hukum yaM
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Iz1in
penyewaan tanah ; v an

h. Izin adalah persetujuan tertulis yang diberﬂwi
kepada seseorang atau Badan Hukum untuk memaka
atau menggunakan tanah Pemerintah Daerah.

e
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BAB 1II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini
adalah

a. memberikan dasar hukum untuk pengawasan dan
pengendalian terhadap Tanah Pemerintah Daerah ;

b. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap
pemakai Tanah Pemerintah Daerah ;

c. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah

untuk memungut retribusi terhadap pemakaian Tanah
Pemerintah Daerah.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin
Pasal 3

Setiap pemakai atau pengguna Tanah Pemerintah Daerah
wajib mendapatkan Izin dari Bupati Kepala Daerah.
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Bagian Kedua

Tatacara Mendapatkan Izin

Pasal 4

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akap Memaka:
atau menggunakan tanah Pemerintah Daerap hmjl
mengajukan permohonan izin secara tertulis Kepaq
Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pemhf

patan Daerah.

(2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksmidahm
ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepal,

Daerah.

Pasal 5

(1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau
menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), setelah mendapat per-
timbangan dari Dinas Pendapatan Daerah dan

Dinas/Instansi terkait.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instans!
terkait dalam memberikan pertimbangan sebagaimand
dimaksud dalam ayat (1), setelah mengadakal
penelitian baik secara administrasi maupun secard

teknis.

A

CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati Kepala
Dagrah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian
Izin dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
terhitung sejak diberikannya tanda terima permo-

honan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1).

(2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu
diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
terhitung sejak diberikannya tanda terima per-
mohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 7

Izin hanya berlaku untuk dan atas nama Pemohon dan
tidak dapat dipindahtangankan kepada orang atau Badan
Hukum lain kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala
Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 8
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun dan ditinjau kembali setiap 1 (satu)

tahun sekali.
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N

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(1)

i ; ajukan Izij + dapy,
diperpanjang dengan mengaj n baru,
diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ma

83

izin.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 9

Izin tidak berlaku lagi dan atauy dicabut ap;a-

bila

a. diperoleh secara tidak sah ;

b. dikembalikan oleh Pemohon kepada Bupati Kepala
Daerah ;

C.- Pemegang Izin tidak menempati tanah Pemerintah
Daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut
tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan ;

d. telah habis masa berlakunya ;

e. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan
Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini daP
atau kewajiban-kewajiban vyang ditetapkan dalam
Izin ;

f. Tanah Pemerintah Daerah tersebut dibutuhkad
cleh Pemerintah untuk kepentingan umum daf
alasan lain Yang dapat dipertanggungjawabk?n:

g. bertentangan dengan kepentingan umum dan 1ind

kungan hidup,
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(2) Pencabu;an Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), d}beritahukan secara tertulis kepada Peme-
gang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pencabutan 1Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), didahului dengan peringatan secukupnya
kepada Pemegang Izin.

(4) Dalam hal Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin diwajib-
kan segera meninggalkan tanah Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 10
(1) Pemegang Izin diwajibkan untuk :

a. membayar retribusi Izin dan sewa tanah sesuai
dengan jenis penggunaan tanah ;

b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah
yang disewa ;

c. memelihara kebersihan, keindahan dan keter-

tiban ;
d. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam

Izin.
e. menjaga, memelihara kelestarian dan mengaman-

kan lingkungan hidup ;
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f. menyerahkan tanah kepada Pemerintap D
dengan tanpa menuntut ganti rugi apabila1fr%
vyang disewa dibutuhkan oleh Pemerintap Da?uh
untuk kepentingan umum ; Fap

g. apabila jangka waktu Izin telah berakhir
tidak diadakan perpanjangan dan atay ditola;n
tidak akan menuntut ganti rugi atas banmum'
yang didirikan. n

(2) Pemegang Izin dilarang :

a. menggunakan untuk Kkeperluan selain Yang ter.
cantum dalam Izin ;

b. memindahtangankan 1Izin kepada  Pihak laip
tanpa persetujuan dari Bupati Kepala Daerah ;

Cc. menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan
Bupati Kepala Daerah ;

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya retribusi Izin dan sewa tanah Pemerintad
Daerah adalah sebagai berikut

1.0

al
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a. Di dalam Wilayah

Kota Administratif Purwokerto :

11.

a. Pemakaian Tetap

b. Pemakaian Tidak
Tetap

c¢. Pertunjukan Biasa

d. Pertunjukan Luar
Biasa

Pemasangan Pipa PDAM

Rp. 15.000,00
Rp. 5.000,00

Rp. 15.000,00
Rp. 30.000,00

Rp. 50.000,00

NO. JENIS PENGGUNAAN RETRIBUSI SEWA TANAH KETERANGAN
TANAH IZIN
i 2 3 4 5
1. Perumahan/Pekarangan |Rp. 5.000,00|Rp. 50,00/M2 /bulan
2. Tegalan/Tanaman Rp. 15.000,00|Rp. 75,00/M2 /tahun
3. Sawah/Tanaman Rp. 20.000,00({Rp. 150,00/M2 /tahun
4. Tempat Usaha Rp. 10.000,00|Rp. 150,00/M2 /bulan
5. Tempat Induetri Kecil |Rp. 15.000,00|Rp. 50,00/M2 /bulan
6. Pergudangan
a. Gudang Tertutup Rp. 15.000,00|Rp. 150,00/M2 /bulan
b. Gudang Terbuka Rp. 15.000,00{Rp. 100,00/M2 /bulan
7. Show Room Rp. 50.000,00|Rp. 300,00/M2 /bulan
8. Taman Rekreasi Rp. 15.000,00|Rp. 150,00/M2 /bulan
9. Papan Reklame Rp. 15.000,00|Rp. 1.000,00/M2 /tahun| dihitung
roboh ke
depan /
belakang
10.| Tanah Lapang :

Rp.25.000,00/hari
Rp.30.000,00/hari

Rp. 2,00/M2 /hari
Rp.20.000,00/hari

Rp. 500,00/M/tahun

11
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b. Di luar Wilayah Kota Administratif Purwokerto

JENIS PENGGUNAAN TANAH | RETRIBUSI SEWA TANAH KETp.
IZIN RANGAy
T
1 2 3 4 5
1. | Perumahan/Pekarangan Rp. 4.000,00{Rp. 25,00/M2 /bulan
2. Tegalan/Tanaman Rp. 10.000,00|Rp. 40,00/M2 /tahun
3. Sawah/Tanaman Rp. 15.000,00|Rp. 100,00/M2 /tahun
4. | Tempat Usaha Rp. 7.500,00|Rp. 100,00/M2 /bulan
S. | Tempat Industri Kecil (Rp. 12.500,00|Rp. 30,00/M2 /bulan
6. Pergudangan
a. Gudang Tertutup Rp. 12.500,00{Rp.  100,00/M2 /bulan
b. Gudang Terbuka Rp. 12.500,00(Rp. 75,00/M2 fbulan
7. | Show Room Rp. 40.000,00{Rp. 100, 00/M2 /bulan
8. | Taman Rekreasi Rp. 10.000,00|{Rp.  100,00/M2 /tahun
9. | Papan Reklame Rp. 12.500,00{Rp.  750,00/M2 /bulan | dihitung
roboh ke
depan /
belakang
10.| Tanah Lapang :
a. Pemakain tetap Rp. 15.000,00|Rp.20.000,00/hari
b. Pemakaian Tidak Te -|Rp. 5.000,00 Rp.25.000,00/hari
tap
c. Pertunjukan Biasa Rp. 12.500,00|Rp. 1,00/M2/hari
d. Pertunjukan luar -|Rp. 30.000,00 Rp.15.000,00/hari
Biasa
11.| Pemasangan Pipa PDAM Rp. 50.000,00|Rp. 500,00/M/tahun I
|
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Pasal 12

(1) Semua hasil pungutan retribusi dan sewa tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disetor
secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

(2) Pelaksanaan pungutan retribusi dan sewa tanah
sebagalmang dimaksud dalam Pasal 11, menjadi
tangggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Tatacarg pelaksanaan pungutan retribusi sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), diatur 1lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
PEMBEBASAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN
Pasal 13
Bupati Kepala Daerah berdasarkan alasan-alasan untuk

kepentingan umum/sosial dapat memberikan pembebasan
atau pemberian keringanan untuk seluruh atau sebagian

retribusi yang telah ditetapkan.
BAB VI

KETENTUAN PIDANA

pPasal 14

langgar ketentuan sebagaimana

1) Barang siapa me .
ot J Y asal 3 dan Pasal 10, diancam

dimaksud dalam P

13
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Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bu
dan atau denda - setinggi - tingginan
Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Ya

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalap ayay
(1), adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikap
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalap
Pa;al 14, dapat juga oleh Pejabat Penyidik Pega-
wal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
yYyang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalag . melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat
Pgny1d1k Pegawai ~ Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berwenang

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan

c. mgnyuruh berhenti seorang tersangka dan memé”
riksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau sﬁrat i

L4

il
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mengamb%l sidik jari dan memotret seseorang ;
memanggil seseorang untuk didengar dan dipe-
riksa sebagai tersangka/saksi ;

. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
menghentikan penyidikan setelah mendapat pe-
tunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terda-
pat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya mela-
lui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau ke-
luarganya ;

mengadakan tindakan 1lain menurut Hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi
dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

pasal 16

(1) Dinas Pendapatan paerah bertanggund jawab atas
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2)

Pengawasa

n Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah

ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.
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T

(3) Untuk ke i
pentingan pelak
sebagaimana di sanaan Peratur
. maksu an
biaya operasional d dalam ayat (1), dip, °fah
Xeputiisan Bupafi ﬁanglbesarnYa ditetapkan g, an
dalam Ang epala Daerah dan dica *nqay
elan An
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 72 Daery

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Seml..la Izin Pemakaian atau Penggunaan Tanah Pe-
merintah Daerah yang masih berlaku dan tidak
pertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyata-
kan tetap berlaku dan sejak saat itu pula di-
anggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan

syarat—syarat dalam Peraturan Daerah ini.

u Penggunaan Tanah Peme-
masa berlaku-
Izin baru

Izin Pemakaian ata
lah perakhir

ukan permohonan
paerah ini.

(2) Semua
rintah Daerah yang te

nya, maka wajib mengaj
sesuai dengan Peraturan

pasal 18
Daerah

dalam peraturan o
laksanaanya akan d12

paerah.

ﬁa;—hal yang belum diatur
;n1' sepqnjang mengenai pe
ebih lanjut oleh Bupati Kepala

e
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Pasal 19

pengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pera-
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bea Izin dan Retribusi
pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TINGKAT II BANYUMAS

BANYUMAS
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd.
H. WARSONO H.DJOKO SUDANTOKO

17
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turan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
ah tanggal 10 Desember 1996 Nomor: 188.3/388/199¢

dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

kat II Banyumas.
gal 17 Desember 1996 Seri : B Nomor : 9

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina
N IUP: 500 034 842

skl\tanah
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PENJELAGSAN
ATAS
pERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAN TINGKAT I BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH
1. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah 1ini adalah merupakan
penggantian dari Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1989
tentang Bea Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
yang telah diundangankan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1
Tahun 1989 Seri B, karena sudah tidak sesuai
lagi, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diada-
kan peninjauan kembali, disamping taripnya sudah
terlalu murah dan sistem penyidikannya tidak
sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

upaya penggaliap
n intensifikasl
gutan

salah satu
u diadaka
hadap pungutan-pub

Bahwa dalam rangka
Pendapatan Daerah, perl
dan ekstensifikasi ter
Retribusi Daerah.

19
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II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.
Pasal 1 huruf f I Yang dimaksud dengan :

- Tanah yang dikuasai
Pemerintah Daerah ada-
lah tanah yang atas
dasar perolehannya sé-
demikian rupa sehinggd
menimbulkan hak pen-
dahuluan bagi Pemerin-
tah Daerah untuk mem-
bpunyai sesuatu hak atas

el
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namanya ; misalnya
karena pembelian atau
pembebasan, penyerahan
tukar menukar dan
sebagainya.

- Tanah Pemerintah Dae-
rah adalah tanah yang
secara yuridis formal
telah mempunyai status
hak atas nama Pemerin-
tah Daerah yang dalam
hal ini dapat dibukti-
kan dengan sertifikat
atau tanda bukti lain
sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961, misalnya
Hak Pakai, Hak Pengelo-
laan dan sebagainya.

Pasal 2 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 . Yang dimaksud dengan

- Tempat usaha, misal-
nya Toko, Hotel, Kios,
Rumah Makan dan seba-

gainya.

Tempat industri kecil,
misalnya perusahaan
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tahu, tempe, bihup dap
lain sebagainya, terp,.
suk tempat-tempat untyk
penjemuran.

- Tanah lapang adalap
tanah lapang yang
dikuasai oleh Peme-
rintah Daerah

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan
"kepentingan umum atau
kepentingan sosial" ada-
lah tanah tersebut digu-
nakan dalam rangka kebu-
tuhan masyarakat atas
hal-hal yang bersangkutan
dengan bidang keagamaan
dan kepentingan pembangu-
nan sosial yang sifatnya
tidak mencari Keun-
tungan.

Pasal 14 s/d 20 : Cukup jelas.
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SALINAN

e —t———

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
- I TINGK
JAWA TENGAH AT 1

NOMOR : 188.3/388/1996
| TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG
SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca . a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Il
Banyumas tanggal 29 Mei 1996 Nomor
188.3/2560/1996 perihal permohonan
‘pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan ‘Daerah - Kabupaten Daerah
‘ Tingkat II Bahyumas Nomor 8 Tahun
1996 tentang Sewa Tanah Pemerintah

Daerah ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menge-
sahkan Peraturan'Daerah dimaksud .

)hngingat i Unaang-undang Nomor - 10 ?ahgn 1950
| "tentang Pembentukan Propinsi Jawa

Tengah ;
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Menetapkan

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun
1957 tentang Peraturan Umum Retribusj
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3037) ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3215) ;

MEMUTUSKAN

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8
Tahun 1996 tentang Sewa Tanah Pemerintah

Daerah, dengan perubahan sebagai beri-
kut :
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1. Konsiderans "Menimbang" huruf a,
perkataan "Nomor 1 Tahun 1989 Seri B"

diubah dan dibaca "Tahun 1989
Nomor ".

2. Dasar hukum "Mengingat" Nomor 9,
perkataan "Seri D" dihapus.

3. Tanda baca "titik dua (:)" dibelakang
diktum "MEMUTUSKAN" dihapus.

4. Pasal 15, pemenggalan kalimat "dilak-

ukan" pada baris 2 dan 3, diubah dan
dibaca "dila-kukan".

Ditetapkan di S emarang
pada tanggal 10 Desember 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,
cap. ttd.

Drs. HARTONO

BALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

l. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakar-
ta, dengan disertai 1 ( satu ) lembar Peraturan
Daerah;

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwo-
kerto;
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4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 4j

Purwokerto; '
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyy-

mas di Purwokerto; . _
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerap

Tingkat I Jawa Tengah;

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

SUTJI ASTOTO, SH

NIP : 010 088 157

@:\dokl\tanahil
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